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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan 
Dalam Tindak Pidana Illegal Logging  (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)” adalah hasil penelitian 
kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam tindak pidana Illegal Logging, 
serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kealpaan dalam 
tindak pidana Illegal Logging. 
Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library research) 
data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
dokumentasi dan wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan 
metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir induktif, yaitu menjelaskan 
putusan Pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut hukum pidana 
Islam. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa adalah Pasal 83 
ayat 2 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mempertimbangkan hal 
yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan 
putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 
1.000.000,- (satu juta rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan 
yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan 
yang berdampak pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan 
tersebut termasuk dalam kategori hukuman ta’zi>r karena tidak ada ketentuan 
nas}s} mengenai tindak pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaannya diserahkan 
kepada u>lil amri (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, 
persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia serta 
kemaslahatan umum. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya bagi semua aparat 
penegak hukum terutama hakim supaya dapat memberikan hukuman yang 
setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak 
terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan 
merugikan negara. 
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A. Latar Belakang 
 Hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut 
untuk disyukuri keberadaannya. Bentuk syukur atas sumber alam berupa 
hutan beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar 
manfaat hutan dapat dirasakan pada generasi mendatang. Paradigma 
bahwa hutan merupakan warisan dari nenek moyang untuk anak cucu.1 
Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem 
penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat 
manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai 
peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga  
berkaitan dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap 
mengutamakan kepentingan nasional.2 
 Dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan 
bahwa perlindungan hutan merupakan usaha untuk:  
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-
daya alam, hama, serta penyakit. 
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, hasil hutan, serta perangkat yang berhubungan 
dengan pengelolahan hutan.3 
1 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Selekta Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), 1. 
2 Baso Madiong, Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, (Makassar: 
Celebes Media Perkasa, 2017), 1. 
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Berbagai perubahan senantiasa terjadi, demikian masyarakat seiring 
dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, 
bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan 
hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan 
bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah 
baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan 
itu bertambah. Hukum pidana khusus yang akhir-akhir ini di Indonesia 
cukup banyak yakni tindak pidana lingkungan hidup.4  
Suatu kejahatan tindak pidana lingkungan hidup yang diancam 
hukuman penjara meliputi sebagai berikut: 
 
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan hutan (Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013) 
b. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ 
atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 83 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013) 
c. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau 
udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2013)5  
 
Kerusakan hutan umumnya karena adanya pengakuan bahwa lahan 
hutan tersebut merupakan lahan milik nenek moyang masyarakat, 
sehingga mereka merusak hutan yang sudah sekian lama tumbuh sebagai 
hutan. Tindakan ini dikatakan sebagai penyerobotan yang dilakukan 
orang atau badan hukum secara tidak sah dan bertujuan menguasainya. 
Bentuk-bentuk penyerobotan hutan diantaranya adalah: 
3 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 113. 
4 Leden Marpaung, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1. 




                                                                                                                                                               

































a. Penyerobotan tanah hutan yang dilakukan di kawasan hutan dengan 
menduduki tanah untuk ditanami yang tidak sesuai dengan tata guna 
hutan 
b. Penyerobotan hasil hutan yang dilakukan di dalam kawasan hutan 
dengan mengambil kayu atau hasil hutan lainnya secara ilegal6.  
Dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
bertujuan : 
a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku 
perusakan hutan 
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap 
menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem 
sekitarnya 
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan 
memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya 
masyarakat sejahtera 
d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 
pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan  
 
Tidak hanya dalam Undang-undang saja yang mengatur kelestarian 
hutan, dalam agam Islam juga mengatur tentang tata cara mengelola dan 
melindungi hutan, sebagaimana dalam firman Allah  Surat Ar-Ru>m ayat 
41 yang berbunyi : 
 ﱠﻠَﻌَﻟا ْﻮُﻠِﻤَﻋ ْيِﺬﱠﻟا َﺾْﻌَـﺑ ْﻢُﻬَﻘْـﻳ ِﺬُِﻴﻟ ِسﺎﱠﻨﻟا ىِﺪَْﻳا ْﺖَﺒَﺴَﻛ َﺎِﲟ ِﺮْﺤَﺒْﻟاَو ِّﺮَـﺒْﻟا ِﰲ ُد ﺎَﺴَﻔْﻟا َﺮَﻬَﻇ ْﻢُﻬ
۞ َنْﻮُﻌِﺟْﺮَـﻳ  
 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, sehingga akibatnya Allah menciptakan kepada mereka 
6 Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 27. 
 
 
                                                          

































sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)”.7  
 
 Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang secara jelas untuk 
merusak bumi ini baik di laut maupun di darat, karena dari 
mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan sekedar 
hanya dapat menyebabkan bencana-bencana yang merugikan bagi 
manusia saja, namun juga dampak kerusakan ini akan berakibat kepada 
lingkungan pula.8   
 Pada umumnya kejahatan-kejahatan diperlukan adanya 
kesengajaan, tetapi di samping kesengajaan orang juga dapat dipidana bila 
kesalahannya berbentuk kealpaan. Dengan mengatakan bahwa kealpaan 
adalah suatu bentuk kesalahan, maka di katakan pula bahwa sikap batin 
yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan sikap 
batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah 
keliru.9 
 Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tidak sengaja (al-jara>im 
ghayr al-maqsu>dah) adalah jari>mah yang pelakunya tidak sengaja 
(berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan 
tersebut terjadi sebagai akibat kesalahannya. Definisi ini 
mengilustrasikan bahwa kesalahan (kelalaian) dari pelaku merupakan 
7 Al-Qur’an dan Tafsirnya, Kementrian Republik Indonesia, Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 
2011), 513. 
8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 10, (Jakarata: Lentera Hati, 2002), 405. 
9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), 1. 
 
 
                                                          

































faktor penting untuk jari>mah tidak sengaja. Kesalahan atau kekeliruan 
terdapat dua macam: 
a. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jari>mah, 
tatapi jari>mah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan ini 
terdapat dua macam. Pertama, kekeliruan dalam perbuatan. Kedua, 
keliru dalam dugaan. 
b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jari>mah yang terjadi tidak 
diniatkannya. Dalam hal ini, jari>mah tersebut terjadi sebagai akibat 
kelalaiannya.10 
 Salah satu contoh kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi 
karena kelalaiannya dalam mengangkut hasil hutan kayu yang tidak 
disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn dengan terdakwa 
Dodit Ribona Bin Baeno. Pada saat mengangkut kayu dari hutan, 
terdakwa Dodit Ribona Bin Baeno ditangkap karena tidak dapat 
menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terdakwa mengatakan 
bahwa kayu tersebut adalah milik sdr. Yudi als Krempeng, dan yang 
meminta terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah sdr. Yudi als 
Krempeng. Terdakwa mengatakan bahwa sebelum melakukan 
pengangkutan tersebut Terdakwa telah menanyakan surat-surat kayu 
tersebut kepada sdr. Yudi, dan pada saat itu sdr. Yudi mengatakan bahwa 
surat-surat tersebut dibawa olehnya yang akan mengikuti Terdakwa dari 
10 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 16. 
 
 
                                                          

































belakang. Pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk 
melakukan pengecekan kebenaran dan keberadaan atas surat-surat kayu 
tersebut. Atas perbuatannya terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu : 
“Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: mengangkut, menguasai 
atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama 
surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan penjara paling 
singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda 
pidana paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”11 
 
 Dalam putusan tersebut hakim memutus hukuman penjara selama 
8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
sedangkan dalam pasal 83 pidana dendanya adalah paling sedikit Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 Pidana denda adalah pidana pokok yang paling ringan, objeknya 
adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini, dapat dilihat dalam 
ketentuan KUHP yang mengaturnya. Dengan demikian, ia memiliki nilai 
ekonomis.12 
 Dalam hukum pidana Islam, diyat atau denda merupakan harta 
yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban, akibat melakukan 
11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan.  
12 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: 
Gramedia, 2008), 165. 
 
 
                                                          

































kejahatan kepada orang lain.13 Diyat  atau denda merupakan salah satu 
jenis sanksi ta’zi>r. Jari>mah ta’zi>r adalah perbuatan pidana yang bentuk 
dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pengajaran (at-ta’di>b) 
bagi pelaku. Hukuman ta’zi>r dapat dikenakan terhadap perbuatan-
perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban 
masyarakat.14 
 Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti kasus kealpaan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu 
tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang dengan judul skripsi “ Analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Kealpaan dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/ 
Pid.B/LH/2018/PN.Bjn).” 
 
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
 Pada latar belakang masalah di atas, menunjukkan beberapa 
masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah 
tersebut dapat diidentifikasikan sebagaimana berikut : 
a.  Di negara Indonesia banyak terjadi tindak pidana Illegal lagging. 
13 Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan 
Ta’zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 13. 
14 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 12. 
 
 
                                                          

































b. Tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
c. Di Indonesia telah dibuat peraturan tentang tindak pidana 
kelalaian dalam pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat 
keterangan sahnya hasil hutan yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 
2013. 
d. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam putusan 
Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn terhadap kelalaian dalam tindak 
pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan 
sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
e. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya 
hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
2. Batasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 
permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi 
penulisan karya ilmiah dengan batasan : 
a.  Putusan Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian 
dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat 





































b. Analisis hukum pidana Islam dalam putusan 
48/pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya 
hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
C. Rumusan Masalah 
 Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah dari 
tujuan awal penulisan, maka penulis memfokuskan pada beberapa 
masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu : 
1.  Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil 
hutan ? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang 
kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai 
surat keterangan sahnya hasil hutan ? 
D. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka adalah suatu deskripsi yang singkat tentang 
penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan atau diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan/ duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut. 
 
 

































 Berkaitan dengan tema tindak pidana Illegal Logging pernah 
dibahas oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, diantaranya 
adalah: 
1. Siti Rifatun Nisa’pada tahun 2019 tentang Tinjauan Hukum Pidana 
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 
766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp tentang Tindak Pidana Pengangkutan 
Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin, dengan kesimpulan bahwa skripsi ini 
membahas tentang asas legalitas yang terdapat dalam hukum positif 
mengenai putusan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim 
Pengadilan Negeri Balikpapan dan dalam hukum pidana Islam 
hukumannya adalah ta’zi>r.15 
2. Titin Indarti pada tahun 2014 tentang Kajian Fiqh Jinaya>h terhadap 
Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang diambil Secara Tidak sah 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 
170/Pid.sus/2013/PN.Kpj),dengan kesimpulan bahwa skripsi ini 
membahas tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap Putusan Nomor 170/Pid.sus/2013/PN.Kpj.16 
3. Lailatul Arofah pada tahun 2018 tentang Tinjauan Hukum Pidana 
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 
15 Siti Rifatun Nisa’, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu 
Hasil Hutan Tanpa Izin, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). 
16 Titin Indarti, Kajian Fiqh Jina>yah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan yang Diambil 
Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 
170/Pid.Sus//2013/PN.Kpj, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) 
 
 
                                                          

































302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil 
Hutan Kayu Secara Tidak Sah, dengan kesimpulan bahwa skripsi ini 
membahas penerapan  Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam 
putusan Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj. dan menjelaskan tentang 
tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu secara tidak sah dalam 
hukum positif dan hukum pidana Islam.17 
 Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 
pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan 
skripsi ini adalah penjatuhan pidana denda di bawah minimal Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan terhadap terdakwa dalam putusan Hakim Pengadilan 
Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang tindak 
pidana kelalaian dalam pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat 
keterangan sahnya hasil hutan  serta penerapan sanksi ta’zi>r menurut 
hukum pidana Islam. 
E. Tujuan Penelitian 
 Selaras dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi 
ini bertujuan sebagai berikut : 
1. Mengetahui putusan  Hakim Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang 
kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai 
17 Lailatul Arofah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 
Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tentang Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara 
Tidak Sah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) 
 
 
                                                          

































surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang. 
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil 
hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat 
sebagai berikut : 
1. Secara keilmuan (teoritis), penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis 
penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah dan memperluas 
khasanah keilmuan, serta referensi kajian pustaka khususnya tentang 
kelalaian dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa disertai 
surat keterangan sahnya hasil hutan. 
2. Secara terapan (praktis), penelitian ini dapat memberikan masukan 
kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus 
kelalaian dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa 
disertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang.  
G. Definisi Operasional 
 Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah 
pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan 
beberapa istilah sebagai berikut : 
 
 

































1. Hukum pidana Islam merupakan hukum shara’ yang bersumber dari 
al-qur’an dan hadith yang membahas masalah tindak pidana (jari>mah) 
serta hukumannya (uqu>bah),18 dalam hal ini mengenai jari>mah ta’zi>r 
yakni kealpaan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai 
surat keterangan sahnya hasil hutan. 
2. Kealpaan (culpa) adalah kesalahan, keteledoran, dan/ atau sikap 
kurang hati-hati,19 dalam hal ini tentang kealpaan (kelalaian) dalam 
tindak pidana pengangkutan kayu hutan tanpa disertai surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
3. Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin adalah 
perbuatan yang melanggar Undang-undang yakni mengangkut hasil 
hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu 
pecahan yang berasal dari kawasan hutan tanpa disertai dengan 
dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada 
setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.20 
H. Metode Penelitian 
 Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan 
data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 
dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat 
18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1. 
19 Fauzan dan Bahruddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Depok: Kencana, 2017), 
180. 
20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 
 
                                                          

































digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 
masalah.21 Adapun metode yang penulis gunakan adalah:  
 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 
a.  Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pertimbangan hukum hakim 
mengenai kealpaan dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan 
kayu yang tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. 
b. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn yang berkaitan dengan sanksi dalam 
tindak pidana kealpaan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak 
di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. 
c. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 
Nomor: 48/Pid.B/2018/PN.Bjn yang berkaitan dengan kealpaan 
dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak di 
lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. 
d. Peraturan tindak pidana kealpaan dalam pengangkutan hasil hutan 
kayu yang tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan 
menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
e. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum terhadap 
kealpaan dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang 
21 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: 
Prenada Media, 2016) 3. 
 
 
                                                          

































tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn  
2. Sumber data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 
digunakan dua sumber, yaitu: 
a. Sumber primer 
Sumber primer adalah sumber pertama di lokasi penelitian atau 
objek penelitian.22 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 
sumber primer antara lain: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
3. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri 
Bojonegoro. 
b. Sumber sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber kedua yang dapat membantu 
sumber primer memberi keterangan atau sebagai pelengkap.23 
Sumber  yang dimaksud antara lain: 
22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005) 132. 
23 Ibid., 132. 
 
 
                                                          

































1) Laden Marpaung, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
2) Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor 
Kehutanan, Jakarta: Sinar Garfika, 2014.  
3) Arifin Arief, Hutan Dan Kehutanan, Yogyakarta: Kanisius, 
2001. 
4) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, Surabaya: Pustaka 
Idea, 2015. 
5) M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016. 
6) A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
1997. 
7) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam megumpulkan data 
untuk memperoleh  informasi.24 Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data25, dengan cara membaca 
dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. 
b. Kepustakaan, tujuan dan kegunaan kepustakaan pada dasarnya 
adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.26 
24 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2004), 86. 
25 Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53. 
 
 
                                                          

































Dengan cara membaca, menelaah dan menulis hal yang 
berhubungan dengan penelitian. 
c. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 
informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
pertanyaan pada para responden27, dalam hal ini peneliti 
melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri 
Bojonegoro yang memutus perkara tersebut.  
4. Teknik Pengolahan Data 
 Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai 
berikut:  
a. Editing, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap 
data yang diperoleh dengan cermat, baik dari sumber primer 
maupun sekunder,28 dalam hal ini akan memeriksa kembali 
kelengkapan putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang 
sanksi pelaku tindak pidana illegal logging.  
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber 
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 
mengelompokan data yang diperoleh,29 dalam hal ini menyusun 
dan mensistematikan data yang berisikan paparan yang sudah 
direncanakan mengenai analisis hukum pidana Islam dalam kasus 
kealpaan dalam tindak pidana pengangkutan hasil kayu hutan 
26 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112. 
27 Ibid.,39.  




                                                                                                                                                               

































tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (studi putusan 
Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn). 
c. Analizing, yaitu  menganalisis hukum pidana Islam terhadap 
sanksi pelaku dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.tentang tindak 
pidana illegal logging. 
5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan kajian pustaka. 
Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, 
maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau 
mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, 
disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan 
Undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir 
induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus ke 
hal-hal yang umum sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam hal ini 
adalah bertolak dari peristiwa khusus yaitu sanksi penjatuhan pidana 
denda di bawah minimal Undang-undang Tindak Pidana Illegal 
Logging Nomor 18 Tahun 2013 yang kemudian disesuaikan dengan 
teori yang bersifat umum seperti penerapan sanksi ta’zi>r atas 
perbuatan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin menurut 
hukum pidana Islam. 
 
 

































I. Sistematika Pembahasan 
 Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab,  
yang masing-masing bab mempunyai hubungan dengan yang lain dan 
merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan 
teratur maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 
 Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum 
tentang tindak pidana kealpaan dalam perngangkutan kayu hasil hutan 
tanpa izin yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua memuat landasan teori yang akan digunakan untuk 
menganalisa permasalahan yang ada. Berisi tentang ta’zi>r dalam hukum 
pidana Islam mulai dari pengertian ta’zi>r,  dasar hukum dishari’atkannya 
sanksi ta’zi>r, klasifikasi tindak pidana ta’zi>r, pembagian jari>mah ta’zi>r, 
macam-macam jari>mah ta’zi>r, prinsip penjatuhan sanksi ta’zi>r dan tujuan 
sanksi ta’zi>r. 
 Bab ketiga tentang penyajian data dari Putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Bab ini akan memaparkan 
deskripsi kasus tindak pidana illegal logging, dasar hukum yang 
digunakan, pertimbangan hukum Hakim serta sanksi hukum terhadap 
kealpaan dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa disertai 
surat keterangan sahnya hasil hutan.  
 
 

































 Bab keempat merupakan analisis terhadap data yang berupa 
putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
tentang kealpaan terhadap tindak pidana illegal logging dan bab  ini 
mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn  
terhadap kealpaan dalam tindak pidana illegal logging. 
 Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan 
dari rumusan masalah serta saran. 
 
 

































 BAB II 
TA’ZI>R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r  secara epistimologi berarti menolak dan mencegah kejahatan, 
juga berarti menguatkan, memulihkan dan membantu.30 Berdasarkan 
istilah hukum Islam, jari>mahta’zi>r adalah hukuman yang bersifat 
memberi pelajaran, artinya suatu jari>mah yang diancam dengan hukum 
ta’zi>r yaitu hukuman selain diyat, ha>d dan qis}a>s}. Pelaksanaan hukuman 
ta’zi>r baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas}s} atau tidak, baik 
perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 
Hukuman dalam jari>mah ta’zi>r tidak ditentukan kadarnya atau 
ukurannya, artinya untuk menentukan batas tertinggi dan terendah 
diserahkan kepada hakim (penguasa). Dengan demikian shar’i(nas}s}) 
mendelegasikan kepada hakim (penguasa) untuk menentukan bentuk-
bentuk dan hukuman kepada pelaku jari>mah. 
Dalam menetapkan jari>mah ta’zi>r, prinsip utama yang menjadi acuan 
penguasa (hakim) adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi 
masyarakat dari kemadaratan (bahaya). Disamping itu, penegak 
jari>mahta’zi>r harus sesuai dengan prinsip shar’i (nas}s}).31 
30A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 160. 
31 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13. 
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B. Dasar Hukum Dishari’atkannyaTa’zi>r 
Dasar hukum dishariatkannya ta’zi>r terdapat dalam beberapa hadith Nabi 
SAW. dan tindakan sahabat. Hadith-hadith tersebut antara lain sebagai 
berikut: 
1. Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah 
 ًةَدْﺮُـﺑ ِْﰊَا ْﻦَﻋ  ْا َﻷ ـِْﻳرﺎَﺼْﻧ ُّٰﻟﻠﻪا ِﻰِﺿَﺮ ٌﻪﱠَﻧأ ُﻪْﻨَﻋ  ُﺳَﺮَﻌ َِﲰ ﻮ ّٰﻠﻟا َل ِﻬ ِﷲ ﻰﱠﻠَﺼ ُﻞُﻘَـﻳ ْﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ   ُﺪَﻠُْﳚ َﻻ
 َأ َِةﺮَﺸَﻋ َقْﻮَـﻓ,ٍطاَﻮْﺳ  ﱠﻻِا ِﷲ ِدْوُﺪُﺣ ْﻦِﻣ ٍّﺪَﺣ ِﰲ (ِﻪْﻴَﻠَﻋ ًﻖَﻔﱠـﺘُﻣ)  
Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. 
bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam 
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (Muttafaq alaiah) 
 
Hadith tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang 
tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan 
dengan jari>mah hudu>d. Dengan batasan hukuman ini maka dapat 
membedakan antara jari>mah hudu>d dan jari>mah ta’zi>r. Menurut Al-
Kahlani, para ulama’ sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudu>d 
adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan 
pembunuhan. Selain dari jari>mah-jari>mah tersebut, maka termasuk 
jari>mah ta’zi>r. 
2. Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 
 َﻋ َﺎﻬْﻨَﻋ َُﻟﻠﻪا َﻲِﺿَر َﺔَﺴَِﺋﺎﻋ ْﻦ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ ُ ﱠﻟﻠﻪا ﻰﱠﻠَﺻ  َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ : َلَﺎﻗ  َأ ِﻗ ـْﻴ ِوَذ اْﻮُﻠ ى ِتﺎَﺌ ْـَﻴْﳍا
 ْﻢِِﺗﻬَاﺮَـﺜَﻋ  ﱠﻻِإ َو ىِءﺎَﺴَﻨﻟا َو ْدُوَد ْﻮُـَﺑا َﺪَْﲪَا ُﻩَوَار) َدْوُُﺪْﳊا (ﻰِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒﻟا 
Dari Aisyah ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: “Ringankanlah hukuman 
bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan 
mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh 





































Dalam hadith tersebut mengatur tentang teknis pelaksanaan 
hukuman ta’zi>r yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku 
lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang 
menyertainya.  
Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 
jari>mah dan hukuman ta’zi>r, antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn 
Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor 
kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah 
Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah 
dulu pisau itu !”.32 
C. Klasifikasi Tindak Pidana Ta’zi<r 
Tindak pidana ta’zi>r secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 
1. Jari>mah hudu>d atau qis}a>s}-diyat yang terdapat syubhat atau yang tidak 
memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat seperti percobaan 
pembunuhan, percobaan pencurian, dan percobaan zina. 
2. Jari>mah yang telah ditentukan al-Qur’an dan h}adith, tetapi tidak 
ditentukan sanksinya. Seperti riba, saksi palsu, suap, penghinaan, 
pembalakan liar dan tidak melaksanakan amanah. 
3. Jari>mah yang ditentukan oleh u>lil amri untuk kemaslahatan umum, 
seperti pencopetan, pembajakan, pornografi, penipuan dan 
penyelundupan.33 
32Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 252. 
33Asadullah Al-Faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Ghalia Indonesia, 2009), 55. 
 
 
                                                          

































D. Pembagian Jari>mah Ta’zi>r 
Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jari>mah ta’zi>r, yakni: 
1. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah. 
Jari>mah yang menyinggung hak Allah adalah segala perbuatan yang 
berkaitan dengan kemaslahatan dan keperntingan umum, seperti 
penyelundupan, membuat kerusakan di bumi dan menimbun bahan-bahan 
pokok. 
2. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak perseorangan  
Jari>mah yang menyinggung hak perseorangan atau individu merupakan 
semua perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang 
atau individu, seperti penipuan, pencemaran nama baik, pencurian dan 
pembunuhan.34 
E. Macam-macam Sanksi Ta’zi>r 
Hukuman ta’zi>r jumlahnya sangat banyak, karena hukuman ini 
mencakup semua perbuatan maksiat yang ancaman hukumannya belum 
ditentukan oleh shara’ dan diserahkan kepada u>lil amri untur mengaturnya. 
Hukuman ta’zi>r ini ada yang paling ringan sampai paling berat. Dalam 
menyelesaikan perkara, hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman 
yang sesuai dengan perbuatan jari>mah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam 
hukuman ini tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, melainkan qodi 
atau hakim yang diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman 
34 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 94. 
 
 
                                                          

































yang akan dikenakan kepada pelaku sesuai kadarnya.35 Adapun macam 
hukuman ta’zi>r, diantaranya: 
1. Sanksi Ta’zi>r yang berkaitan dengan badan 
Ada 2 jenis hukuman dalam sanksi ta’zi>r ini, yaitu: 
a. Hukuman mati 
Madzab Hanafi membolehkan sanksi hukuman mati dengan 
syarat bila perbuatan pelaku itu dilakukan berulang-ulang. 
Contohnya adalah berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi 
hukuman dan menghina Nabi SAW. bila dilakukan oleh kelompok 
non-muslim meskipun setelah itu masuk Islam. Selain syarat 
berulang-ulang, juga ada syarat lain yaitu bila hukuman mati itu 
akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 
Madzab Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai 
sanksi ta’zi>ryang tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi 
bagiseseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian 
juga sebagian Madzab Syafi’i membolehkan hukuman mati, 
seperti dalam kasus homoseks. 
Sebagian ulama’ Hanabilah juga membolehkan penjatuhan 
hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>ryang tertinggi. Mereka 
memberi contoh sanksi bagi spionase dan orang-orang yang 
melakukan kerusakan di muka bumi. 
35Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 15. 
 
 
                                                          

































Para Ulama membolehkan hukuman mati sebagai sanksi 
ta’zi>r beralasan antara lain dengan hadis yang diriwayatkan Imam 
Ahmad al-Dailami al-Hamiri katanya : Saya berkata kepada 
Rasulullah SAW. : “Ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah 
untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membuat 
minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam 
melaksanakan pekerjaan yang berat itu”. Rasulullah bertanya: 
“Apakah minuman itu memabukkan?”. Saya menjawab: “Betul”. 
Nabi berkata: “kalau demikian jauhilah”. Saya berkata: “Orang-
orang tidak meninggalkannya”. Rasulullah berkata: “apabila tidak 
mau meninggalkannya, maka perangilah mereka”.  
Alasan yang kedua adalah bahwa orang yang melakukan 
kerusakan di muka bumi bila tidak ada jalan lain kecuali dengan 
hukuman mati, maka mereka harus dihukum mati. 
Pendapat tersebut dianggap yang lebih kuat, yakni 
membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>ryang tertinggi 
meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan yang 
ketat. Diantara syarat-syarat tersebut adalah: 
1) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman 
sebelumnya tidak memberi pengaruh apa-apa baginya. 
 
 

































2) Harus dipertimbangkan betul-betul pengaruh kemaslahatan 
umat dan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang 
menyebar di muka bumi. 
Jadi menurut para ulama hukuman mati itu hanya 
diberikan kepada pelaku jari>mah yang memang berbahaya sekali, 
yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat 
atau bila sanksi hudu>d tidak lagi memberi pengaruh baginya.36 
b. Hukuman cambuk(jilid) 
Dikalangan ahli hukum Islam ada perbedaan pendapat 
mengenai batas tertinggi hukuman cambuk dalamjari>mah ta’zi>r. 
Menurut pendapat di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi 
diserahkan kepada penguasa (u>lil ‘amri) karena hukuman ta’zi>r 
didasarkan atas kemaslahatan masyarakat. Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam 
jari>mah ta’zi>r adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 
kali.37 
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu: 
a. Hukuman penjara/ kurungan 
Dalam hukum pidana Islam hukuman penjara atau 
kurungan bukan dipandang sebagai hukuman yang utama, tetapi 
36Ibid., 188. 




                                                          

































dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Dalam 
pandangan hukum Islam, ada dua macam hukuman penjara atau 
kurungan. Pembagian tersebut berdasarkan lama waktunya 
hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas yang paling 
terendah dari hukuman ini adalah penjara selama satu hari, 
sedangkan untuk batas yang paling tertinggi para ulama’ ada 
perbedaan pendapat. ulama’ Syafi’iyyah menetapkan batas 
tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya 
dengan pengasingan dalam jari>mahzina. Sedangkan ulama lain 
menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan 
kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Para 
ulama menyepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan 
waktunya terlebih dahulu, tetapi berlangsung terus hingga 
terhukum (pelaku) mati atau bertobat dan kembali menjadi orang 
yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah 
penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang 
melakukan jari>mah yang berbahaya. 38 
b. Hukuman pengasingan atau buang 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had, namun dalam 
praktiknya hukuman ini diterapkan juga sebagai hukuman ta’zi>r. 
Jari>mah ta’zi>r yang dikenakan hukuman pengasingan atau buang 
adalah orang yang mukhannats (waria) yang pernah dilakukan oleh 
38 Ibid., 595. 
 
 
                                                          

































Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian juga 
tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena 
banyak wanita yang tergoda olehnya, karena ia berwajah sangat 
tampan dan menarik, walaupun yang dilakukannya bukan jari>mah. 
Selain itu, Umar yang juga menjatuhkan hukuman pengasingan 
kepada Mu’an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul 
ma>l. 
Hukuman pengasingan atau buang ini dijatuhkan kepada 
pelaku jari>mah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh 
buruk terhadap masyarakat. Mengenai tempat pengasingan atau 
buang, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut: 
a. Menurut Imam Al-Syafi’i, jarak antar kota asal dengan kota 
pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qasar.  
b. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya 
menjauhkan/ membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri 
non-Islam.  
c. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam 
Malik, pengasingan artinya dipenjarakan. 
d. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, 
pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. 
Berbeda dengan pendapat di atas, Umar berpendapat bahwa 
pengasingan bagi pelaku adalah dari Madinah ke Syam, 
Sedangkan menurut Ustman yaitu mengasingkan pelaku dari 
 
 

































Madinah ke Mesir, dan menurut Ali mengasingkan pelaku yaitu 
dari Madinah ke Bashrah. Dengan demikian, sanksi seperti ini 
sangat efektif dan juga harus didukung dengan pengawasan yang 
ketat agar pelaku tidak dapat melarikan diri. 
Adapun beberapa bendapat mengenai lamanya masa pengasingan, 
diantaranya adalah: 
a. Menurut Imam Abu Hanifah, lamanya pengasingan boleh saja 
lebih dari satu tahun, karena ini merupakan sanksi ta’zi>r 
bukan sanksi had. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh 
Imam Malik, tetapi mereka tidak mengemukakan batas waktu 
pengasingan dan menyerahkan hal tersebut kepada 
perimbangan pemimpin (ulil amri). 
b. Menurut Hanabillah dan Syafi’iyah, lamanya pengasingan 
tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa 
pengasingan jari>mah zina yaitu hukuman had.39 
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta 
Abu Yusuf, Imam syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Malik 
membolehkannya sanksi ta’zi>r berupa harta, sedangkan Imam Abu 
Hanifah dan Muhammad tidak membolehkannya. Ulama’ yang 
membolehkan sanksi yang berkaitan dengan harta juga berbeda 
pendapat dalam mengartikan sanksi ta’zi>r berupa harta. Ada yang 
mengartikan bahwa harta terhukum ditahan selama waktu tertentu, 
39M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014),  156. 
 
 
                                                          

































bukan merampas atau dengan mengahncurkannya. Alasannya karena 
tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa adanya hukum yang 
membolehkannya. 
 Ulama’ yang berpendapat bahwa sanksi ta’zi>r yang berkaitan 
dengan harta diperbolehkan pada awal Islam lalu dinasakh, karena 
dengan diperbolehkannya sanksi ta’ziryang demikian maka 
menyebabkan u>lil amri mengambil harta terhukum dengan sewenang-
wenang. Alasan Ulama’ yang tidak membolehkannya saksi ta’zi>r 
berupa harta tidak dapat diterima oleh jumhur ulama’, karena 
Rasulullah maupun Ibn Taimiyah membagi sanksi ta’zir< yang berupa 
harta menjadi tiga bagian, yaitu:Khalifah al-Rasyidin menerapkan 
sanksi ini.  
Ibn Taimiyah membagi sanksi ta’zi>r yang berupa harta menjadi 
tiga bagian, yaitu: 
a. Menghancurkannya (al-itla>f ). 
Contohnya, Umar menumpahkan susu yang dicampur dengan air 
untuk menipu pembeli. Ada beberapa Ulama’ yang berpendapat 
bahwa itla>f al-mal bukan dengan menghancurkannya, melainkan 
diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan. 
b. Mengubahnya(al-taghyi>r). 
Contonya, mengubah patung yang disembah milik penjahat yakni 
mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara 
 
 

































menghilangkan kepalanya sehingga patung tersebut mirip dengan 
tempat bunga. 
c. Memilikinya(al-tamli>k). 
Contohnya, keputusan Rasulullah yang melipatgandakan harta 
buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda.40 
Dalam syariat Islam tidak menetapkan batasan tertinggi atau 
terendah dari sanksi denda. Ibnu Al-Qayyim menegelompokkan 
sanksi ini  menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
1) Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya maksudnya 
denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Artinya, denda 
denda ditentukan berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh 
hakim dan disesuaikan dengan ringan atau beratnya perbuatan 
tindak pidana yang dilakukan.  
2) Denda yang telah dipastikan kesempurnaannya meksudnya 
denda yang harus melenyapkan harta benda pelaku karena 
perbuatannya berhubungan dengan hak Allah. 41 
4. Hukuman-hukuman Ta’zi>r yang lain: 
Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh u>lil amridemi 
kemaslahatan umum, yaitu: 
a. Peringatan keras 
40Zahratul Idami, (Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan 
Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya), Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1, (Januari-Juni, 
2015), 36. 
41 Mawardi Noor, Garis-garis Besar Syariat Islam, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36. 
 
 
                                                          

































Peringatan keras dilakukan di luar sidang pengadilan dengan 
mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya 
kepada pelaku. Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman 
yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan 
persidangan. Hal ini dilakukan karena menurut hakim perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya. 
b. Dihadirkan di hadapan sidang 
Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan untuk diberi 
peringatan keras apabila perbuatannya cukup membahayakan. 
Peringatan keras tersebut disampaikan secara langsung oleh 
hakim.  
c. Nasihat 
Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku 
apabila ia lupa dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Sanksi 
ini dilakukan bagi pelaku yang yang melakukan jari>mah bukan 
karena kebiasaannya melainkan karena kelalaiannya. 
d. Celaan(taubikh) 
Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa celaan ini bisa 
dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari 
hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau 
memandang dengan muka masam dan senyum sinis seperti yang 
pernah dilakukan oleh Khalifah Umar. Secara jelasnya hukuman 
 
 

































celaan ini dapat dilakukan oleh hakim sesuai dengan kehendaknya 
agar dapat mencegah pelaku tidak mengulangi perbuat tindak 
pidana lagi. 
e. Pemecatan(al-‘azl) 
Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan 
memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya 
sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.42 
F. Prinsip Penjatuhan Sanksi Ta’zi>r 
Pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani jari>mah ta’zi>r tidak 
berarti dia dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang teguh 
pada beberapa prinsip, diantaranya: 
1. Keadilan 
Prinsip keadilan berpijak pada pandangan bahwa seluruh makhluk 
Allah tercipta dengan keseimbangan. Terlebih manusia diberikan alat 
untuk mempertahankan keseimbangannya dengan akal dan hati. Nilai-
nilai kemanusiaan membangun prinsip persamaan di mata Allah dan 
sesama manusia. Evaluasi tentang derajat manusia bergantung pada 
ketaqwaannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujura>t ayat 
13: 
 َٰ� ٰﻨْﻘَﻠَﺧ ﱠ�ِا ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡﻳ ٰﺜْـُﻧاﱠوٍﺮََﻛذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜ ٰﻨْﻠَﻌَﺟَو ﻰ ِّٰﻟﻠﻪاَﺪْﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮَْﻛا ﱠنِا اْﻮُـﻓَرﺎَﻌَـِﺘﻟ َﻞِﺋﺂَﺒَـﻗﱠوًﺑﺎْﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻜ 
 ٰﻘْـَﺗا َّٰﻟﻠﻪا ﱠنِا ْﻢُﻜ ٌﺮ ْـﻴِﺒَﺧ ٌﻢْﻴِﻠَﻋ ۞  
“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang 




                                                          

































bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”43 
 
2. Persamaan hak dan kewajiban 
Untuk menyebarkanluaskan prinsip persamaan hak dan kewajiban, 
dalam hukum Islam ditanamkan prinsip amar ma’ruf nahi al-munkar. 
Dengan demikian, semua umat Islam berkewajiban memberikan contoh 
yang patut diteladani dan mengajak pada kebenaran. Allah menyatakan 
hal tersebut dalam Al-Qur’an surat Ash-Shu’ara>’ ayat 38: 
 ٰﻠﱠﺼﻟااْﻮُﻣَﺎَﻗاَو ْﻢِِّﺑﻬَﺮِﻟاْﻮُـﺑﺎَﺠَﺘْﺳا َﻦْﻳِﺬﱠﻟاَو َاَو َةﻮ ٰرْﻮُﺷ ْﻢُﻫُﺮْﻣ ـٰﻨْـﻗَزَر ﺎﱠِﳑَو ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ى َنْﻮُﻘِﻔْﻨُـﻳ ْﻢُﻬ۞  
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
mendirikan s}alat, sedang urusan mereka (dipputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang kami berikan kepada mereka.” 44 
 
Akan tetapi, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar harus merujuk 
pada prinsip toleransi dan tidak ada paksaan, sehingga kebenaran harus 
diterima dengan kesadaran yang tinggi dari pemeluk ajaran Islam. 
3. Kesederajatan atau persamaan manusia 
Prinsip kemanusiaan membangun al-musawwah antara kaum fakir 
dan kaum kaya. Hukum Islam tidak membenarkan upaya diskriminatif 
antara kaum borjuis dan proletar. Semua manusia bergantung pada amal 
perbuatannya. Allah akan membalas setiap perbutan meskipun hanya 
sebiji sawi, sebagaimana dalam surat az-zalzalah ayat 7-8: 
43 Al-Qur’an dan Tafsirnya, Kementrian Republik Indonesia,  (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 
517. 
44 Ibid., 368. 
 
 
                                                          

































 َُﻩﺮـﱠﻳًاﺮ ْـﻴَﺧٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻤَﻓ۞  َُﻩﺮَـﻳاًّﺮَﺷٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ْﻦَﻣَو۞  
“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan 
seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” 45 
 
4. Prinsip Kemaslahatan 
Kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa 
kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus 
(al-maslahah al-‘ammah muqodamatun min al-maslahah al-khamsah). 
Kaidah umum yang dijadikan titik tolak kemaslahatan dalam situasi dan 
kondisi tertentu dapat berubah, sebagaimana dalam situasi emergensi 
atau darurat. 46 
G. Tujuan Sanksi Ta’zi>r 
Ada beberapa tujuan sanksi ta’zi>r, yaitu: 
1. Sanksi ta’zi>r merupakan hukuman tambahan atau pelengkap hukuman 
pokok. Dalam kehidupan sehari-hari banyak  kasus kejahatan yang 
pelakunya selain dijatuhi hukuman pokok (penjara) juga dijatuhi 
hukuman tambahan seperti dipecat dari jabatannya. Hukuman tambahan 
tersebut dapat dilakukan/ ditentukan oleh ulil amri dengan dasar 
kemaslahatan umum.  
2. Sanksi ta’zi>r merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok. 
hukuman pokok tidak boleh dijatuhkan apabila bukti-bukti kurang 
meyakinkan atau adanya keraguan (s}ubhat) menurut penilaian hakim. 
45 Ibid., 599. 
46 Ibid., 77. 
 
 
                                                          

































Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jari>mah hudu>d dan qis}a>s} 














47 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143. 
 
 
                                                          


































DESKRIPSI KASUS KEALPAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL 
LOGGING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
BOJONEGORO NOMOR 48/PID.B/LH/2018/PN.BJN 
 
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Illegal Logging 
Kronologi kasus tindak pidana illegal logging  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), perbuatan terdakwa tersebut 
dilakukan pada awalnya hari senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 
20.00 Wib terdakwa didatangi yudi als krepeng (DPO) dirumahnya 
dengan maksud minta kepada terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya 
Di Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang 
Kabupaten Bojonegoro dengan biaya pengangkutan Rp. 1.000.000,- (satu 
juta rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk 
ongkos sewa truk dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk jasa terdakwa 
selaku sopir, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 
07.00 Wib, terdakwa membawa 1 (satu) unit Truk merk Mitsubisi No Pol 
: S-8899-BG milik saksi sokran menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. 
Pada saat terdakwa sudah sampai dilokasi yang telah ditentukan, 
selanjutnya terdakwa bersama-sama 4 batang kayu jati keatas truk, 
selanjutnya terdakwa mengangkut 8 (delapan) batang kayu jati tersebut 
ke rumah yudi als krepeng (dpo) tanpa dilengkapi Surat Keterangan 
Sahnya Hasil Hutan, kemudian pada saat terdakwa sampai di Jalan Desa 
Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kabupaten Bojonegoro, 
terdakwa diberhentikan oleh saksi bayu viky dan saksi herpando 
gurusinga yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 
pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya hasil 
hutan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan 
38 
 

































oleh para saksi tentang dokumen Surat Keterangan sahnya hasil hutan 
terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta 
barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi No Pol : S-8899-
BG, 8 (delapan) batang kayu jati berbagai ukuran dengan total volume 
sebesar 0,5256 m3, 1 (satu) buah KIR, 1 (satu) buah kunci kontak 
kendaraan truk mitsubishi dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses 
lebih lanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut perum 
perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 
3.893.424,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat 
seratus dua puluh empat rupiah).48 
1. Pembuktian 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1) Saksi Bayu Vicky, pada pokoknya memberikan keterangan 
bahwa pada hari selasa tanggal 19 desember 2017 sekira pukul 
08.00 WIB bertempat di Jalan Desa turut Dusun Kenongorejo 
Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro saksi bersama dengan Herpando Gurusingsa, 
melakukan penangkapan kepada terdakwa karena telah 
melakukan pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi surat-
surat yang menyertai kayu jati hasil hutan tersebut. Pada 
waktu terdakwa diamankan ia sedang mengendarai kendaraan 
1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No. Pol S-8899-BG warna 
kuning kombinasi orange tahun 2010 dengan STNK atas nama 
Imam Ghozali dari keterangan Terdakwa mobil tersebut 
merupakan milik dari bosnya yang bernama Sokran beralamat 
48 Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn , 4. 
 
 
                                                          

































di Desa Sambonrejo Kecamatan Gondang Kabupaten 
Bojonegoro. Bahwa kayu jati yang diangkut oleh terdakwa 
tersebut sebanyak 8 batang kayu jati berbagai ukuran 
berbentuk persegi yang diduga berasal dari kawasan hutan. 
Menurut Terdakwa barang berupa kayu tersebut adalah milik 
dari sdr. Yudi als Krempeng dan yang meminta terdakwa 
untuk mengangkut kayu tersebut adalah sdr. Yudi als 
Krempeng. Saksi mengetahui perbutan terdakwa tersebut 
karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan 
ciri-ciri yang sama dengan kendaraan yang dikemudikan oleh 
Terdakwa dan ternyata benar kendaraan truk tersebut memuat 
8 kayu batang jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang 
menyertainya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 
telah menimbulkan kerugian bagi pihak perhutani. Saksi 
membenarkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa 
yaitu kendaraan truk merk Mitsubishi No.Pol S-8899-BG 
warna kuning kombinasi orange tahun 2010 beserta STNK 
dan buku kirnya dan 8 (delapan) batang kayu jati dalam 
bentuk persegi. 
2) Saksi Herpando Gurusinga, bahwa pada hari selasa tanggal 19 
Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan 
Desa  Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo Kecamatan 
Gondang Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan Bayu 
 
 

































Vicky Aji, melakukan penangkapan kepada terdakwa karena 
telah melakukan pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi 
surat-surat yang menyertai kayu jati hasil hutan tersebut. Pada 
waktu terdakwa diamankan ia sedang mengendarai kendaraan 
1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No.Pol S-8899-BG warna 
kuning kombinasi orange tahun 2010 dengan STNK atas nama 
Imam Ghozali, pada saat itu juga disita buku kirnya. Dari 
keterangan terdakwa mobil tersebut merupakan milik dari 
bosnya yang bernama Sokran beralamat di Desa Sambonrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Bahwa kayu jati 
yang diangkut terdakwa tersebut sebanyak 8 batang kayu jati 
berbagai ukuran berbentuk persegi yang diduga berasal dari 
kawasan hutan. Menurut terdakwa barang berupa kayu 
tersebut adalah milik dari sdr. Yudi als Krempeng. Saksi 
mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena telah 
mendapat informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri yang 
sama dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan 
ternyata benar kendaraan truk tersebut memuat 8 kayu batang 
kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang 
menyertainya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 
telah menimbulkan kerugian bagi pihak perhutani. 
b. Bukti Petunjuk 
Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 
 
 

































1. 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk persegi dengan ukuran: 
240 x 20 x 13 = 0,0624 M3 , 200 x 21 x 14 = 0,0588 M3 , 200 x 
24 x 15 = 0,0720 M3 , 210 x 22 x 20 = 0,0924 M3 , 200 x 20 x 12 
= 0,0480 M3 , 200 x 20 x 18 = 0,0720 M3 , 200 x 20 x 14 = 
0,0560 M3 , 200 x 20 x 16 = 0,0640 M3 . Dengan jumlah total 
kubikasi 0,5256 M3. 
2. 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna kuning Nopol S-
8899-BG dengan STNK an. Imam Ghozali, alamat Dusun 
Medayun RT. 01/01 Desa Margomulyo Kecamatan Balen 
Kabupaten Bojonegoro. 
3. 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) buah kunci kontak 
kendaraan Truck Mitsubishi.49 
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan 
maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di 
dakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk 
alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 
huruf e  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan atau dakwaan kedua Pasal 83 ayat (2) 
huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga 
Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih 
49 Ibid., 5.  
 
 
                                                          

































dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) 
huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan, yang Unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Orang Perseorangan 
Pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan 
dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara 
terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum 
di wilayah hukum Indonesia, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 
terdakwa dengan identitas yaitu Dodit Ribona bin Baeno yang mana 
identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan didasarkan 
dari keterangan saksi Bayu Vicky Aji dan saksi Herpando Gurusinga 
yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila dihubungkan secara fakta 
dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka terdapat 
persesuaian fakta dengan identitasnya terdakwa sebagaimana yang 
tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. sehingga 
dengan demikian secara fakta terhadap unsur orang perseorangan itu 
sendiri menjadi telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. 
 
2.  Karena Kelalaiannya 
Bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari 
terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus 
 
 

































dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, oleh 
karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya 
haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur 
karena kealpaannya bisa dipertimbangkan secara terpisah dan 
tersendiri. 
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. 
Sebagaimana diterangkan oleh saksi Bayu Vicky dan saksi 
Herpando Gurusinga dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta 
bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 08.00 
Wib di jalan Desa Turut Dusun Kenongrejo Desa Sambongrejo 
Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah 
ditangkap petugas Kepolisian yaitu saksi Bayu Vicky Aji dan saksi 
Herpando Gurusinga karena talah mengangkut 8 (delapan) batang 
kayu jati dengan berbagai ukuran yaitu 240 x 22 x 13 = 0,0624 M3, 
200 x 21 x 14 = 0,0588 M3, 200 x 24 x 15 = 0,0720 M3, 210 x 22 x 20 
= 0,0924 M3, 200 x 20 x 12 = 0,0480 M3, 200 x 20 x 18 = 0,0720 M3, 
200 x 20 x 14 = 0,0560 M3, dan 200 x 20 x 16 = 0,0640 M3 dengan 
menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol S-8899-
BG tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan. 
Terdakwa menerangkan bahwa ia mengangkut kayu-kayu atas 
permintaan dari sdr. Yudi als Krepeng peralasan dari kayu-kayu 
tersebut Terdakwa tidak mengetahui dari mana karena pada awal 
 
 

































mulanya sehari sebelum kejadian terdakwa diberitahu oleh sdr. Yudi 
untuk diminta mengangkut kayu jati milik sdr. Yudi als Krepeng 
setelah itu terjadi kesepakatan untuk bertemu keesokan harinya ketika 
itu terdakwa diminta oleh sdr. Yudi als Krepeng menunggu diwarung, 
kemudian mobil truk tersebut dibawa oleh sdr. Yudi als Krepeng 
untuk mengambil kayunya, tidak berapa lama sdr. Yudi als Krepeng 
kembali menemui terdakwa diwarung dengan kendaraan truk sudah 
bermuatan 8 (delapan) batang kayu jati, pada saat itu sdr. Yudi als 
Krepeng meminta kayu-kayu tersebut diantar oleh terdakwa dirumah 
sdr. Yudi als Krepeng, yang mana terdakwa sendiri belum mengetahui 
alamat rumah sdr. Yudi als Krepeng, pada saat itu sdr. Yudi als 
Krepeng mengatakan akan mengikuti terdakwa dari belakang, dan 
ternyata ditengah jalan terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian. 
Bahwa ketika diamankan oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak 
dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang menyertai 
pengangkutan kayu jati tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang 
ada untuk mengangkut kayu jati sebaga hasil hutan haruslah 
dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut 
Majelis secara fakta terhadap perbuatan terdakwa dapatlah 
diklasifikasikan memenuhi unsur mengangkut hutan yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. 
 
 

































Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur karena 
kealpaannya yang berkaitan dengan sikap batin terdakwa dalam 
melakukan perbuatannya yaitu sebagaimana fakta yang terungkap 
dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta 
barang bukti yang ada, terdakwa telah mengetahui dan menyadari 
perbuatannya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang 
ada, karena dalam keterangannya Terdakwa sebelum melakukan 
pengangkutan 8 (delapan) batang kayu jati yang diketahuinya milik 
sdr. Yudi als Krepeng terdakwa telah menanyakan surat-surat dari 
kayu tersebut kepada sdr. Yudi, dan pada saat itu sdr. Yudi als 
Krepeng mengatakan bahwa surat-surat kayu tersebut dibawa olehnya 
yang akan mengikuti terdakwa dari belakang, karena memang kayu-
kayu jati tersebut rencananya akan dibawa kerumah sdr Yudi, pada 
saat itu terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk pengecekan 
kebenaran dan keberadaan atas surat-surat dari kayu tersebut apakah 
memang benar-benar ada atau tidak pada diri sdr Yudi als Krepeng 
selaku pemilik kayu apalagi pada saat itu sdr. Yudi als Krepeng tidak 
berada dalam satu mobil dengan terdakwa melainkan hanya mengikuti 
terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, pada saat 
itu terdakwa langsung saja mempercayai perkataan sdr. Yudi als 
Krepeng dan mengangkut kayu-kayu jati milik sdr. Yudi als Krepeng 
tanpa disertai dengan surat-surat yang sah untuk menyertai 
pengangkutan kayu jati tersebut. Bahwa dari fakta-fakta tersebut 
 
 

































diatas menurut Majelis dalam perkara a quo pada diri terdakwa telah 
terdapat suatu kalalaian pada dirinya karena kurangnya pemikiran dan 
pengetahuan pada diri terdakwa mengenai pentingnya surat-surat 
yang diperlukan dalam melakukan pengangkutan kayu jati hasil hutan 
sehingga terdakwa tidak menyadari kemungkinan akibat yang 
ditimbulkan jika ia tidak membawa Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan dalam hal ini adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) 
ketika mengangkut kayu jati hutan, Terdakwa hanya mempercayai 
perkataan sdr. Yudi als Krepeng jika kayu-kayu jati hutan tersebut 
memiliki surat-surat, tanpa terdakwa melihat dan mengetahui sendiri 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu-kayu jati yang 
diangkutnya tersebut. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan 
tersebut maka menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi 
unsur kedua secara sah menurut hukum.50 
Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bojonegoro, Bahwa beliau mengatakan beberapa 
pertimbangan yaitu, terdakwa Dodit bin Ribona benar telah 
melakukan kelalaian dalam tindak pidana mengangkut hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 
hasil hutan. Bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan jaksa 
penuntut umum, karena dilihat kepada fakta penuntut umum 
menuntut perbuatannya adalah karena kelalaiannya mengangkut kayu 
50 Ibid., 9. 
 
 
                                                          

































hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa 
terdakwa tidak mengetahui asal kayu yang diangkutnya ia hanya 
disuruh menunggu di warung kemudian mobil yang dibawa terdakwa 
dipakai oleh sdr. Yudi als Krepeng untuk mengambil kayu tersebut 
setelah itu sdr. Yudi als Krepeng datang lagi ke warung dan terdakwa 
disuruh mengantar ke rumahnya. Bahwa terdakwa merupakan 
masyarakat kecil bukan dari perusahaan yang besar yang pada 
umumnya melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa izin, bahwa 
mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah mobil sewaan 
bukan milik sendiri, bahwa kayu yang diangkut terdakwa berupa kayu 
yang berukuran kecil-kecil. (Meirina Dewi Setiawati)51  
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/Lh/2018/Pn.Bjn 
 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan terdakwa 
Dodit Ribona Bin Baeno tersebut diatas terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya 
mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan”. Hakim menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa oleh itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 
denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau 
51 Meirina Dewi Setiawati, Wawancara, Pengadilan Negeri Bojonegoro,  18-10-2019. 
 
 
                                                          

































penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan 
menyatakan bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) batang kayu jati 
dengan berbagai ukuran yaitu 240 x 20 x 13 = 0,0624 M3, 200 x 21 x 14 = 
0,0588 M3, 200 x 24 x 15 = 0,0721 M3, 210 x 22 x 20 = 0,0924 M3, 200 x 
20 x 12 = 0,0480 M3, 200 x 20 x 18 = 0,0720 M3, 200 x 20 x 14 = 0,0560 
M3, dan 200 x 20 x 16 = 0,0640 M3 dengan jumlah total kubikasi 0,5256 
M3 dirampas untuk negara, 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 
warna kuning Nopol S-8899-BG dengan STNK an. Imam Ghozali, H, 
S.E., alamat Dusun Medayun RT. 01/01 Desa Margomulyo Kecamatan 
Balen kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah buku KIR dan 1 (satu) buah 
kunci kontak, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Sokran serta 
membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 















52 Ibid., 15. 
 
 
                                                          


































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEALPAAN 
DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING 
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO 
NOMOR 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn 
 
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Tentang Kealpaan Tindak Pidana Illegal 
Logging. 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka.53 Sebelum memberikan hukuman 
terhadap pelaku karena kealpaan dalam tindak pidana illegal logging 
yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, hakim 
harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan tentang kebenarannya 
yaitu mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat untuk bisa membuat 
hakim memberikan hukuman Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Jo Pasal 12 
huruf (e) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara54. Dalam Pasal 191 Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) juga dengan tegas menyatakan bahwa 
53 Tholib Efendi, Praktik Peradilan Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 217. 
54 Sidik Sunaryo,Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), 27. 
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pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala 
sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.55 Secara sederhana 
tugas hakim adalah harus dapat menyelesaikan suatu perkara yang 
diajukan kepadanya dan fungsi dari kewenangan mengadili yaitu 
menegakkan hukum dan memberikan keadilan.  
 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang kelalaian dalam tindak pidana 
pengangkutan hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil 
hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan terdakwa 
Dodit Ribona bin Baeno, ada beberapa pertimbangan hakim untuk 
memutus perkara ini, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 83 
ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberatasan Perusakan Hutan yang berbunyi, orang 
perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan yang 
tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
dipidana dengan pidana penjara minimal 8 (delapan) bulan dan paling 
lama 3 (tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu 
miliar rupiah)56, yang penjelasannya sebagai berikut: 
a. Orang perseorangan 
55 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),  283. 




                                                          

































 Bahwa unsur orang perseorangan selaku subyek hukum 
adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
secara hukum, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa 
dengan identitas yaitu Dodit Ribona bin Baeno yang mana 
identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat 
dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan 
persidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan 
oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses 
pemeriksaan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, 
sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk 
orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
b. Karena kelalaiannya 
 Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena 
kurangnya pemikiran dan pengetahuan pada diri terdakwa 
sehingga terdakwa tidak menyadari kemungkinan akibat yang 
ditimbulkan. 
c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan 
 Sebagaimana diterangkan oleh saksi Bayu Vicky., saksi 
Herpando Gurusinga, dan keterangan terdakwa sendiri terungkap 
fakta bahwa memang benar terdakwa telah mengangkut hasil 
 
 

































hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
  Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum 
telah terpenuhi dalam diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
karena kelalaiannya mengangkut hasil kayu hutan tanpa disertai surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
  Majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman 
pidana kepada terdakwa, yaitu: 
a. Keadaan yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
pencegahan terhadap peredaran kayu-kayu hutan secara illegal. 
b. Keadaan yang meringankan 
Dalam perkara ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga masih 
berusia muda maka diharapkan dapat segera memperbaiki 
perbuatannya. 
3. Barang bukti 
 Dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 8 (delapan) 
batang kayu jati dengan berbagai ukuran yaitu 240 x 20 x 13 = 
0,0624 M2, 200 x 21 x 14 = 0,0588 M2, 200 x 24 x 15 = 0,0720 M2, 
210 x 22 x 20 = 0,0924 M2, 200 x 20 x 12 = 0,0480 M2, 200 x 20 x18 
= 0,0720 M2, 200 x 20 x 14 = 0,0560 M2, dan 200 x 20 x 16 = 0,0640 
 
 

































M2, 1 (satu) unit truk Mitsubishi No Pol: S-8899-BG, 1 (satu) buah 
buku KIR, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truck Mitsubishi. 
4. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda 
sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 
1 (satu) bulan.57 
 Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan, peneliti berpendapat 
bahwa Penjatuhan hukuman kepada pelaku yang diberikan oleh hakim 
tidak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan Hakim memutus 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, 
padahal dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf (b)  pidana minimum 
yaitu penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
 Hakim memang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan berat 
ringannya putusan dalam kasus tersebut, tetapi juga hakim harus 
mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri agar dapat menegakkan 
keadilan. Ada dua sumber hukum yang berlaku di indonesia, yaitu 
57 Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.16. 
 
 
                                                          

































sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Pengertian sumber 
hukum materil adalah menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang 
dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan. 
Pengertian hukum formil adalah mengacu pada suatu rumusan peraturan 
yang memiliki bentuk tertentu, sebagai dasar berlaku sehingga ditaati, 
mengikat Hakim dan para penegak hukum. Menurut ahli hukum, sumber 






Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan 
Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, karena dalam 
Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
berbunyi “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada 
sebelumnya”.59  
 
58 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 79. 
59 Ibid., 10. 
 
 
                                                          

































B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap  Putusan Pengadilan Negeri 
Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Tentang Kealpaan Tindak 
Pidana Illegal Logging. 
 Pedoman yang wajib dipegang hakim dalam memutuskan perkara 
di dalam fiqih jina>yah adalah nas}s}-nas}s} yang qath’i dalalahnya (nas}s} yang 
sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nas}s} yang tetap), baik al-qur’an 
ataupun as-sunnah dan hukum-hukum yang telah diijma’kan, atau yang 
mudah diketahui oleh agama.60  
 Hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu pengetahuan 
tentang hukum dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang sesuai 
dengan fakta, hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, 
mengkualifikasikan dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan 
menerapakan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.61 
 Suatu perbuatan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana 
(jari>mah)  apabila unsur umum dan unsur khusus telah terpenuhi. Unsur 
umum tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu: 
1. Unsur formal, yakni adanya aturan undang-undang atau nas}h yang 
melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. 
Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam hal 
ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dodit Ribona bin Baeno 
60 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 1997), 62. 




                                                          

































yaitu karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak 
disertai surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada kasus tersebut 
telah melanggar pasal 83 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan dalam hukum Islam 
sebagaimana dalam surat Al-Qasas Ayat 77 yang berbunyi: 
 َو ُﷲ َﻦَﺴْﺣَا ﺂَﻤَﻛ ْﻦِﺴْﺣَاَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َﻦِﻣ َﻚَﺒ ْـﻴِﺼَﻧ َﺲْﻨَـَﺗﻻَو ََةﺮِﺧْٰﻻَارا ﱠﺪﻟا ُ ّٰﻟﻠﻪا َﻚٰﺗٰا ﺂَﻤْﻴِﻓ ِﻎَﺘْـﺑا
۞ َﻦْﻳ ِﺪِﺴْﻔُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛَﻻ َ ّٰﻟﻠﻪا ﱠنِا ِضْرَْﻻا ِﰱ َدﺎَﺴَﻔْﻟا ِﻎْﺒَـَﺗﻻَو َﻚَْﻴِﻟا 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT. 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepeda orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.”62 
2. Unsur material, yakni sifat yang melawan hukum. Maksudnya, 
adanya tingkah laku seseorang yang membentuk suatu tindak, baik 
dengan berbuat maupun tidak berbuat. Dalam hukum positif perilaku 
tersebut disebut dengan unsur objektif. Dalam hal ini berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain. 
3. Unsur moral, yakni pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas tindak pidana yang dilakukannya (mukallaf). Oleh karena itu, 
pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, 
mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. 
62 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-huda Kelompok Gema 
Insani, 2002), 395. 
 
 
                                                          

































 Unsur khusus adalah spesifikasi pada setiap tindak pidana dan 
tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lainnya. Misalnya, 
menghilangkan nyawa orang lain merupakan unsur yang hanya ada pada 
tindak pidana pembunuhan.63 Dalam hal ini terdakwa karena 
kelalaiannya mengangkut hasil hutan tanpa diserati surat keterangan 
sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
Dalam kasus tersebut terdapat keadaan yang memberatkan yaitu 
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung adanya 
program pemerintahan dalam pencegahan terhadap peredaran kayu-kayu 
hutan secara illegal. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan 
pengangkutan kayu-kayu hutan tanpa izin dengan kurang hati-hati dan 
tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh 
pemerintahan.  Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut 
meresahkan masyarakat, meresahkan masyarakat berarti terdakwa 
menjadikan kehidupan dalam masyarakat mengalami ketidaknyamanan 
terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yang dapat 
menyebabkan hutan menjadi gundul. Kejahatan yang berdampak pada 
timbulnya keresahan masyarakat  telah mengisyaratkan bahwa sudah 
terjadi ketidaksuaian dan pelanggaran hukum dari adanya penjatuhan 
hukum pidana, Padahal tujuan dari adanya hukuman adalah untuk 
melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan 
keamanan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau 
63 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11. 
 
 
                                                          

































penderitaan terdakwa, melainkan juga untuk menjaga ketentraman 
masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.64  
Apabila tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan ketentraman 
dalam masyarakat, maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa 
tersebut membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan tentram. 
Sehingga pertimbangan ini memang seharusnya dapat memperberat 
hukuman kepada terdakwa agar tidak terulang kembali kasus seperti ini di 
masa yang akan datang. 
 Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, apabila ada suatu 
perbuatan yang tidak mendukung adanya program Pemerintahan, maka 
harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku. 
Karena tujuan adanya hukum pidana merupakan untuk melindungi hidup 
manusia atau dalam Islam disebut dengan al-maqa>sid al-syari’ah 
khamsah, yaitu memelihara agama (hifzh al-di>n) , memelihara jiwa (hifzh 
al-nafsi), memelihara harta (hifzh al-ma>l), memelihara keturunan (hifzh 
al-nasl) dan memelihara akal (hifzh al-‘aqli).65 
Setelah pertimbangan hukum yang berkaitan dengan keadaan-keadaan 
yang memberatkan, maka hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal 
yang  meringankan. Keadaan yang meringankan tersebut yaitu terdakwa 
menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi 
64 Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4. 




                                                          

































perbuatannya dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan 
dapat segera memperbaiki perbuatannya. 
Dalam konsep pidana, ada beberapa hal yang dapat meringankan 
hukuman yaitu: 
1. Anak yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. 
2.  Seseorang yang membantu atau mencoba melakukan suatu tindak 
pidana 
3. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa, 
seseorang yang sukarela memperbaiki kerusakannya atau memberikan 
ganti rugi  setelah melakukan tindak pidana 
4.  Seorang wanita hamil muda yang melakukan tindak pidana dan 
seseorang yang menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah 
melakukan tindak pidana.66  
Sedangkan dalam tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak 
termasuk ke dalam konsep tersebut bahwa keadaan yang meringankan 
yaitu  pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk 
tidak mengulangi perbuatannya. Menyesal adalah seseorang merasa tidak 
bahagia atau tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan. Pada 
dasarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat tidak baik. 
 Dalam hukum pidana Islam, menyesali suatu perbuatan bukan berarti 
dapat menghapuskan sanksi pidana, melainkan hal tersebut merupakan 
66 Banda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), 126. 
 
 
                                                          

































bentuk adanya niat terdakwa untuk bertaubat. Suatu penyesalan bukanlah 
alasan untuk dapat meringankan hukuman terdakwa, bahkan sampai dapat 
membebaskan terdakwa dari sanksi hukuman. Karena penjatuhan 
hukuman kepada terdakwa merupakan  salah satu bentuk untuk 
memberikan efek jera kepada terdakwa Dodit Ribona bin Baeno dengan 
menempatkannya di dalam penjara supaya dirinya benar-benar bertaubat. 
Keadaan yang meringankan dalam pertimbangan hukum hakim yang 
kedua adalah terdakwa masih berusia muda. Dalam kasus ini, terdakwa 
Dodit Ribona berumur 23 tahun, sehingga hakim mengharapkan terdakwa 
dapat memperbaiki perbuatannya karena dianggap masih muda.  
Terdakwa masih muda bukan salah satu alasan untuk dapat 
memperingan hukuman, karena jika terdakwa diberikan keringana atas 
perbuatannya maka tidak dipungkiri jika di masa yang akan datang akan 
mengulangi perbuatannya tersebut. Justru karena alasan terdakwa masih 
muda dan masih memiliki masa depan yang panjang maka seharusnya 
hakim memberikan hukuman yang berat agar tidak dapat mengulangi 
perbuatannya di masa yang akan datang dan menjadi penerus bangsa yang 
baik dan taat pada peraturan. Jadi hukuman harus tetap mengandung efek 
jera kepada terdakwa agar tidak megulangi perbuatannya dan agar 
tercapainya suatu hukum di dalam masyarakat. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak 
hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, tetapi juga 
 
 

































harus memperhatikan keadaan yang memberatkan, apalagi keadaan yang 
memberatkan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan serta  
kerugian yang dialami oleh negara. Penjatuhan hukuman pada hakikatnya 
adalah untuk dapat melindungi korban, masyarakat serta terdakwa juga. 
Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dapat memberikan 
hukuman yang berat terhadap terdakwa karena perbuatannya dapat 
merusak lingkungan hutan dan perbuatan tersebut membuat masyarakat 
sekitar menjadi resah dan tidak tenang. Tujuan dari diberatkannya 
hukuman adalah agar tidak ada pengulangan tindak pidana yang sama 
bagi terdakwa maupun masyarakat yang lainnya.   
 Hukum Islam mempunyai dasar (shariat) apabila didasarkan pada 
sumber-sumber shara’ seperti Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ atau 
undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (u>lil 
amri) seperti dalam hukum ta’zi>r.  Adanya persyaratan tersebut, maka 
hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar 
pemikirannya sendiri walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut 
lebih baik dan lebih utama dari apa yang ditetapkan.67 
  Dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang 
hukuman bagi seseorang yang karena kelalaiannya mengangkut hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan 
sahnya hasil hutan. Jadi secara tidak langsung hukuman untuk pelanggar 
67 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,  (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2005), 141. 
 
 
                                                          

































tersebut masuk ke ranah hukuman ta’zi>r yang mana hukumannya 
ditentukan oleh kebijakan hakim (u>lil amri) yang berwenang untuk 
mengadili.  
  Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam sanksi hukum yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut berupa: 
1. Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam 
hal ini ada dua macam hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman 
pengasingan. Dalam kasus ini terdakwa Dodit bin Ribona hukuman 
penjara yang ditentukan oleh hakim. 
2. Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta. Hukuman ta’zi>r dengan 
mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk kas 
negara atau diri hakim, melainkan menahan harta tersebut untuk 
sementara waktu. Ada tiga bagian hukuman ta’zi<r berupa harta ini 
menurut Imam Ibnu Taimiyah, yaitu menghancurkannya (al-itla>f), 
mengubahnya (al-ghayi>r) dan memilikinya (al-tamli>k).68 Dalam kasus 
ini Dodit Ribona bin Baeno juga dijatuhi hukuman ta’zi>r yang 
berkaitan dengan harta yaitu hukuman denda.  
3.  Maka penulis meyimpulkan bahwa hukuman ta’zi>r terhadap pelaku 
kelalaian dalam tindak pidana illegal logging adalah sanksi pidana 
penjara selama 1 tahun, karena menurut Imam Syafi’iyah batas 
68 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah,2014), 158. 
 
 
                                                          

































maksimum hukuman penjara adalah satu tahun69  dan denda sesuai 
dengan kerugian yang dialami perhutani yaitu sebesar Rp 3.893.424,-. 
 Dalam hukum pidana Islam yang merupakan syariat Allah yang 
mengandung kemaslahatan umum dalam kehidupan manusia baik di dunia 
maupun akhirat.70 Maka dengan demikian penulis menganalisis bahwa 
dalam hal ini penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana karena 
kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan 
sahnya hasil hutan sudah sepatutnya harus sebanding dengan perbuatan 
jari>mah yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena tujuan utama sanksi 
ta’zi>r, diantaranya adalah : 
1. Preventif 
Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta’zi>r 
yang dijatuhkan kepada pelaku harus memberikan dampak positif bagi 
orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman ta’zi>r). Sehingga orang 
lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan orang 
yang dihukum. 
2. Represif  
Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi ta’zi>r 
harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga ia tidak akan 
melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan dirinya dijatuhi 
hukuman ta’zi>r. 




                                                          

































3.  Kuratif  
Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi 
ta’zi>r itu harus membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku yang 
dihukum di kemudian hari. 
4. Edukatif 
Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi ta’zi>r 
harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku yang dihukum untuk 
mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat 
bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak 
senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sangat 
penting sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketaqwaannya, 










71 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 186. 
 
 
                                                          




































Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis  menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 
48/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terdakwa telah tebukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
kealpaan dalam tindak pidana illegal logging sebagaimana telah diatur 
dalam pasal 83 ayat 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan, dengan mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan 
putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda 
sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). 
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan 
oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang 
berdampak pada ekosistem yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, 
perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman ta’zi>r karena 
tidak ada ketentuan nas}s} mengenai tindak pidana ini dan untuk 
penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada u>lil amri (penguasa) 
yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan 






































1. Untuk semua aparat penegak hukum terutama hakim, sebaiknya 
memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta 
dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama 
yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara. 
2. Untuk masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. Karena 
hutan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Janganlah 
membuat kerusakan di muka bumi. Dengan mejaga hutan, maka kita 
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